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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Secara struktural,-fungsibnal, dan relasional terda-
pat persamaan dalam derajat yang tinggi antara sistem
ketatanegaraan IS dengan sistem ketatanegaraan UUD
1945. Hanya pengaturan dalam IS diselenggarakan se-
cara hmat terperinci, sedangkan UUD 1945 bersifat
singkat dan soepel. UUD 1945 hanya memuat aturan—é—
turan pokok. Sementara aturan-aturan vang menyeleng-
garakan aturan pokok itu diseréhkan kepada undang-

undang.

Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda tersusun melalui
perjalanan sejarah kolonial Belanda &i Indonesia itu
sendiri. Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda ini ke-—
mudian di jadikan model dalam penyusunan UUD 1945, Da-
lam hal ini, Soepomo telah bertindak sebagai arsitek
utamanya. Namun demikian peranan Muhammad Yamin jﬁga

tidak dapat diabaikan begitu saja.

Sistem ketatanegaraan menurut IS dan menurut UUD 1945

ternyata merupakan sistem ketatanegaraan yang bersi-

fat khas Hindia Belanda dan Republik Indonesia. Hal
ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak terdapat

sistem ketatanegaraan satupun yang susunan, fungsi,
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dan hubungan antar badan negaraﬂya mirip dengan sis-
tem ketatanegaraan yang dianut oleh Republik Indone-
sia dan Hindia Belanda itu. Kekhasan itu tampak teru-
tama setelah sistem ketatanegaraan ini dibandingkan
dengan sistem ketatanegéraan Amerika Serikat, 1Ing-
gris, Perancis, dan Uni Soviet. Dengan demikian sis-—
tem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD
1945 terbukti mempunyai persamaan-persamaan vang khas
dengan sistem ketatanegaraan Hindia Belanda menurut

IS.

Dari perbandingan di atas ada beb;rapa hal vyang patut
dicatat. Pertama—téma tampaklah bahwa fungsi ekseku-
tif, legislatif, pemeriksaan keuangan, dan kehakiman
merupakan fungsi yang universal. Artinya, fungsi-
fungsi tersebut merupakan gejala yang umum terdapat
dalam sistem ketatanegaraan. Akan tetapi badan negars
dan sistem penyelenggaraannya ternyata berbeda-beda.
Dengan kata lain fungsi-fungsi ini bukanlah merupakan
persamaan yang khas dalam antara ketatanegaraan Rebu—
blik Indonesia dengan Hindia Belanda. Namun demikian
persamaan mengenai oleh apa dan bagaimana fungsi-
fungsi itu dijalanken, merupakan sesuatu yang khas

Republik Indonesia dan Hindia Belanda.

Hal kedua yang perlﬁ dicatat adalah bahwa kedudukan

Volksraad khususnya terhadap Gouverneur Generaal ter-—
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nyata dimodifikasi oleh Penyusun UUD 1945 sewaktu me-
reka menyusun pengaturan mengenai kedudukan Dewan
Perwakilan Rakyat khususnya terhadap Presiden. Kedu-
dukan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Presidén le-
bih kuat daripada kedudukan Volksraad terhadap Gou-

verneur Generaal.

Perlu pula dicatat bahwa Majelis Permusyawaratan Rak-
vyat ternyata dibentuk dengan mengambil Soviet Ter-
tinggi sebagai modelnya. Hal ini bahkan secara eks-
plisit terungkap dalam pembahasan rancangan Undang-
Undapg Dasar 1945. Muhammad Yamin sebagai pengusul
menyatakan bahwa, badan ini merupakan badan yang me-
niru badan negara Uni Soviet itu. Namun demikian
pengambilén model ini oleh Penyusun UYUD 1945 dilaku-

kan dengan modifikasi yang cukup mendasar sifatnya.

Melalui peﬁelitian ini terbukti bahwa dalam IS dan
UUD 1945 memang benar terdapat persamaan-persamaan
vang bersifat khas. Kecuali gejala-gejala universal
seperti tersebut di atas, kedudukan Dewan Perwakilan
Rakyat, dan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rak-
yat, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan
Hindia Belanda praktis sama. Atas dasar bukti itu ma-
ka dapat disimpulkan bahwa ungkapan mengenai IS telah
dipergunakan sebagai model dalam penyusunan UUD 1945,

terutama dalam sistem ketatanegaraannya itu cenderung

benar.
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Kepastian mutlak di sini wemang sulit sekali terca-
pai. Hal ini mengingat keterbatasan-keterbatan yang
ada. Uﬁconscious copying tentu telah terjadi selama
(rancangan) UUD 1945 itu disusun. Di samping itu data
vyang ada hanya berkisar pada pembicaraan dalam sidang
(formal) Badan Penyelidik dan PPKI saja. Pembicaraaﬁ
di luar itu - yang pasti terjadi - sama sekali tidak
mewariskan data. Sementara itu data yang adapun me-
merlukan sikap kritis dan hati-hati dalam penggunaan-
nya. Hal ini mengingat adanya bukti-bukti yang menun-—
Jjukkan terdapatnya beberaba data yang tidak sah dalam
buku NASKAH PERSIAPAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 yang
disusun oleh Muhammad Yamin; Pada hal buku ini meru-
pakan satu-satunya sumber yang tersedia sampai saat
ini. Akhirnya, alasan kecenderungan di atas juga di-
sebabkan karena hanyahempat konstitusi (mddel) saja
yvang dipergunakan sebagai konstitusi pembanding dalam

penelitian ini.

B. Rekomendasi

Sebagai peputup perlu dikemukakan pula bahwa penelitian
ini juga mencatat beberapa hal yang kiranya pantas untuk
dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal tersebut adalah

sebagai berikut:

Apa yang terurai dalam penelitian ini merupakan kondisi
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status quo pada tahun 1945, khususnya tanggal 18 Agustus
1945. Melalui perjalanan sejarah, sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia telah mengalami perkembangan. Sehu-
bungan dengan masalah pelaksanaan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen, peneiitian ini menjadi relevan. Dalam me-
ngembangkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
berdasarkan UUD-1945 harus senantiasa diingat suasana a-
‘pa dan bagaimana yang melatar belakangi penyusunan UUD
1945 itu. Pada gilirannya harus pula dipahami dan dime-
ngerti cara berpikir serta maksud Penyusun UUD 1945. Un-—
tuk kequian diaktualisasikan dengan suasana dan kepen-
tingan masa kini. Dengan demikian diharapkan prinsip-
prinsip utama sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 ti-
dak terkorbankan, bahkan dapat menjadi pedoman arah da-
lam perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indone-
sia itu sendiri. Secara konkrit ada beberapa usulan yang
dapat merupakan contoh pengembangan sistem ketatanegara-
an Republik Indonesia seperti yang dimaksud di atas, se-

bagai ber%kut:

1. Soekiman yang merupakan salah seorang anggota Badan
Penyelidik antara lain pernah menéusulkan agar badan
vang meruéakan mandataris Majelis Permusyawaratan
Rakyat itu hendaknya jangan hanya Presiden saja. Hen-
daknya Dewan Perwakilan Rakyat juga dipandang sebagai
Mandataris Majelis Permusyawaratan Rekyat pula. Arti-

nya, Dewan Perwakilan Rakyat itu memperoleh mandat
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dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengawasi
Pregsiden. Dalam tanggapannya, Socepomo tidak menolak-
nya. Soepomo hanya menganjurkan agar masalah ini dia—
tur lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur

mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal ini kiranya perlu dipertimbangkan kembali. Dalam
arti sebaiknya usulan Soekiman ini diatur dalam un-
dang—undang {atau thetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat) tentang susunan dan kedudukan Dewan Perwakil-
an Rakyat. Hal ini berguna dalam rangka semakin mem-
perkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat itu sendi-
ri. Pikiran ini kiranya sejalan dengan.pikiran Soepo-
mo sendiri, yang berusaha memodifikasi Volksraad de-
ngan cara memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rak-
yat. Selain itu, hal ini berguna sebagai salah satu

rambu atas kekuasaan Presiden.

Berbicara neﬁgenai kekuasaan Presiden meskipun exor-
bitaﬁte rechten telah hilang, akan tetapi kekuasaan
ini masih tetap besar dan potensial untuk menimbulkan
penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa niat untuk mengurangi
rasa hormat kepada Perancang UUD 1945, kiranya perlu
ada suatu koreksi atas pandangan mereka tentang Pre-
siden Repuﬁlik Indonesia. Presiden Republik Indonesia

tetaplah manusia'biasa, yang dapat lupa diri.

Dalam hal ini kiranys para penyusun IS mempunyai
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pandangan yang lebih realistik. Dengan sengaja mereka
menempatkan beberapa rambu yang cukup mantap guna
membatasi kekuasaan Gouverneur Generaal. Rambu-rambu

itu tampak dalam

a. Rumusan sumpah/janji Jabatan Goﬁverneur Generaal,

b. Serangkaian ketentuan tentang syarat dan larangan
Gouverneur Generaal,

¢. Ketentuan tentang sanksi terhadap Gouverneur Gene—

raal.

Ketentuan-ketentuan itu secara jelas danm terinci dia-
tur dalam IS. Kiranya tidaklah berlebihan jika keten-
tuan~ketentuan yang semacam tersebut di atas diatur
lebih lanjut dalam sistem ketatanegaraan Republik In-
donesia melalui undang-undang atau bahkan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat.
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